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TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2024 

Kebijakan umum TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD 
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN  

DANA BAGI HASIL TA 2024 
 

FORMULASI PERHITUNGAN ALOKASI DBH TA 2024 

*) Alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan 

maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan 

capaian kinerja yang tidak maksimal. 
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DANA BAGI HASIL TA 2024 

PROPORSI PEMBAGIAN DBH BERDASARKAN FORMULA (UU No.1/2022) 

(dalam miliar rupiah)  
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN  

DANA ALOKASI UMUM TA 2024 

 Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai 

pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah 

FORMULA PERHITUNGAN DAU TA 2024  
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KEBIJAKAN DAN HASIL PERHITUNGAN DAU TA 2024  

DATA DASAR PERHITUNGAN DAU TA 2024  
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PENGGUNAAN DAU 
Yang tidak ditentukan penggunaannya dan yang ditentukan 

penggunaannya 
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BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

  Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah 

ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah  

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2024  

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2024  

Rp  Triliun 
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• Pagu DAK Fisik TA 2024 secara total lebih tinggi Rp0,4 T (naik 0,7%) 

dibandingkan TA 2023, karena adanya pegalihan dari Hibah Air Minum  

• Bidang DAK Fisik lainnya sebesar Rp38,0 T (70,6% pagu) dibagi pada 

berbagai bidang sesuai prioritas RKP dan besarnya kebutuhan daerah . 

• Penurunan pagu di beberapa bidang DAK Fisik dibanding tahun 2023 

karena mempertimbangkan kinerja bidang. 

POSTUR DAK FISIK TA 2024 (Miliar Rupiah)  
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK NON FISIK TA 2024 

POSTUR DAK NONFISIK TA 2024 (Miliar Rupiah) 

Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas 
nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah untuk mendukung 

operasionalisasi layanan publik daerah 

• Pagu DAK Nonfisik TA 2024 lebih tinggi 
Rp3,5 T (naik 2,66%) dibandingkan TA 
2023.  

• Penambahan DAK Nonfisik dikarenaka
n: 
a. kenaikan alokasi Dana BOSP yang 

disebabkan karena kenaikan jumlah 
peserta didik; dan 

b. kenaikan alokasi TPG dan TKG ASND 
yang memperhitungkan kenaikan 
gaji. 

• Penurunan DAK Nonfisik TA 2024 
terdapat pada Tambahan Penghasilan 
(Tamsil) Guru ASND 
dikarenakan adanya penurunan 
jumlah target Guru ASND. 

• Postur Alokasi DAK Nonfisik jenis dana 
BOSP berdasarkan hasil MM 
Pengalokasian dengan cut off data 
dapodik per 31 Agustus 2023 



 

11 
 

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

  

RANCANGAN TEMATIK DAK NONFISIK 2024 
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2024 

 

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2024 

(dalam triliun rupiah) 

Mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yg menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh 

Pemerintah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara 

Pemerintah dan Pemda 
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2024 

TARGET OUTPUT HIBAH DAERAH TA 2024 

Dalam Triliun 
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PERHITUNGAN PORSI DANA OTSUS & DTI TA 2024 

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2024 
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN 

DANA DESA TA 2024 

• Dana Desa adalah bagian dari TKD yang 

diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk 

mendukung pendanaan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

• Dana Desa dialokasikan pertama kali pada tahun 

2015 sebesar Rp20.766,2 miliar kemudian terus 

mengalami peningkatan hingga mencapai 

Rp71.000,0 miliar pada tahun 2024. 

• Total Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2023 sebesar Rp538,9 triliun. 

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024  

PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2024 
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PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN 

INSENTIF FISKAL TA 2024 

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 
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MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (1) 

MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (2) 

Data Kinerja Daerah Tahun Sebelumnya 
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MEKANISME PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2024 (3) 

Data Kinerja Daerah Tahun Sebelumnya 



 

 

RINCIAN 

ALOKASI 

TRANSFER KE 

DAERAH 

TA 2024 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 1.765.220.920 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 250.679.162 

1. DBH Pajak 30.521.551 
a. Pajak Penghasilan 10.932.970 
b. PBB 19.588.581 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 217.632.269 
a. Migas 181.698.278 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 29.140.399 
c. Kehutanan 6.793.592 
d. Perikanan - 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 2.525.342 
a. Sawit 2.525.342 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 600.571.248 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 512.543.223 
2. DAU ditentukan penggunaannya 88.028.025 

a. Penggajian Formasi PPPK - 
b. Pendanaan Kelurahan - 
c. Bidang Pendidikan 4.108.069 
d. Bidang Kesehatan 14.482.536 
e. Bidang Pekerjaan Umum 69.437.420 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 108.119.661 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 100.758.051 

a. Pendidikan - 
b. Kesehatan - 
c. Jalan 57.344.578 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi 7.596.848 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan 15.212.672 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata - 
l. Transportasi Perairan 20.603.953 
m. Transportasi Perdesaan - 
n. Lingkungan Hidup - 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 7.361.610 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 1.316.580 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 381.123 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.814.799 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 320.000 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 2.672.279 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan - 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 856.829 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM - 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 805.850.849 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 377.266.242 
a. Penerimaan Umum 181.443.608 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 195.822.634 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 428.584.607 
E. Dana Desa - 
F. Insentif Fiskal - 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KAB. SORONG 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 1.415.927.914 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 148.287.435 

1. DBH Pajak 83.361.097 
a. Pajak Penghasilan 4.997.967 
b. PBB 78.363.130 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 61.723.852 
a. Migas 28.761.529 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 27.504.740 
c. Kehutanan 2.096.468 
d. Perikanan 3.361.115 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 3.202.486 
a. Sawit 3.202.486 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 580.218.713 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 404.283.100 
2. DAU ditentukan penggunaannya 175.935.613 

a. Penggajian Formasi PPPK 50.763.438 
b. Pendanaan Kelurahan 5.200.000 
c. Bidang Pendidikan 51.863.225 
d. Bidang Kesehatan 35.215.159 
e. Bidang Pekerjaan Umum 32.893.791 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 292.919.662 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 155.846.205 

a. Pendidikan 22.231.896 
b. Kesehatan 40.140.644 
c. Jalan 45.916.462 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi 4.260.000 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan 6.296.313 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata 5.213.022 
l. Transportasi Perairan 21.913.490 
m. Transportasi Perdesaan 8.000.793 
n. Lingkungan Hidup 1.873.585 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 137.073.457 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 39.865.750 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 62.449.701 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 22.567.552 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 7.792.450 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 527.937 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.077.987 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 413.320 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 1.972.760 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 205.593.549 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 173.745.683 
a. Penerimaan Umum 81.636.671 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 92.109.012 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 31.847.866 
E. Dana Desa 172.493.507 
F. Insentif Fiskal 16.415.048 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KOTA SORONG 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 978.958.693 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 23.409.730 

1. DBH Pajak 10.681.608 
a. Pajak Penghasilan 8.178.074 
b. PBB 2.503.534 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 11.728.122 
a. Migas 4.079.545 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 5.864.807 
c. Kehutanan 367.400 
d. Perikanan 1.416.370 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 1.000.000 
a. Sawit 1.000.000 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 588.257.001 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 474.720.780 
2. DAU ditentukan penggunaannya 113.536.221 

a. Penggajian Formasi PPPK 26.161.695 
b. Pendanaan Kelurahan 8.200.000 
c. Bidang Pendidikan 55.950.177 
d. Bidang Kesehatan 22.125.378 
e. Bidang Pekerjaan Umum 1.098.971 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 194.332.350 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 68.664.143 

a. Pendidikan 11.250.669 
b. Kesehatan 37.037.915 
c. Jalan 8.838.432 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi - 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan - 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata 11.537.127 
l. Transportasi Perairan - 
m. Transportasi Perdesaan - 
n. Lingkungan Hidup - 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 125.668.207 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 54.820.700 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 47.453.160 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 15.899.523 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 3.035.479 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 415.331 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.438.082 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 633.172 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 1.972.760 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 172.959.612 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 160.506.933 
a. Penerimaan Umum 76.577.100 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 83.929.833 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 12.452.679 
E. Dana Desa - 
F. Insentif Fiskal - 

 

 

 

 

 

 



BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KAB. RAJA AMPAT XXXVIII - 24 

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KAB. RAJA AMPAT 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 1.313.115.335 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 99.990.280 

1. DBH Pajak 19.651.051 
a. Pajak Penghasilan 2.003.908 
b. PBB 17.647.143 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 79.339.229 
a. Migas 3.834.773 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 59.482.920 
c. Kehutanan 357.896 
d. Perikanan 15.663.640 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 1.000.000 
a. Sawit 1.000.000 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 705.016.920 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 479.198.907 
2. DAU ditentukan penggunaannya 225.818.013 

a. Penggajian Formasi PPPK 41.143.734 
b. Pendanaan Kelurahan 800.000 
c. Bidang Pendidikan 80.367.871 
d. Bidang Kesehatan 43.970.995 
e. Bidang Pekerjaan Umum 59.535.413 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 202.665.256 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 116.247.389 

a. Pendidikan 37.998.078 
b. Kesehatan 12.282.542 
c. Jalan 35.757.624 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi 1.357.825 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan 4.065.749 
j. Industri Kecil dan Menengah 6.175.000 
k. Pariwisata 3.829.251 
l. Transportasi Perairan 4.500.000 
m. Transportasi Perdesaan 9.498.258 
n. Lingkungan Hidup 783.062 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 86.417.867 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 27.173.540 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 28.368.702 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 22.952.028 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 3.316.609 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 324.401 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan 1.077.987 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 520.000 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 398.459 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 2.286.141 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 211.318.079 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 175.334.969 
a. Penerimaan Umum 93.430.163 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 81.904.806 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 35.983.110 
E. Dana Desa 94.124.800 
F. Insentif Fiskal - 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KAB. SORONG SELATAN 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 915.601.573 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 44.819.805 

1. DBH Pajak 5.474.756 
a. Pajak Penghasilan 1.569.746 
b. PBB 3.905.010 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 34.216.666 
a. Migas 25.340.345 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 5.863.649 
c. Kehutanan 940.659 
d. Perikanan 2.072.013 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 5.128.383 
a. Sawit 5.128.383 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 489.467.264 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 335.280.012 
2. DAU ditentukan penggunaannya 154.187.252 

a. Penggajian Formasi PPPK 18.361.935 
b. Pendanaan Kelurahan 400.000 
c. Bidang Pendidikan 52.946.067 
d. Bidang Kesehatan 25.857.074 
e. Bidang Pekerjaan Umum 56.622.176 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 167.797.719 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 76.119.091 

a. Pendidikan 16.890.161 
b. Kesehatan 16.027.368 
c. Jalan 36.147.494 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi - 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan 1.300.271 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata - 
l. Transportasi Perairan - 
m. Transportasi Perdesaan 5.753.797 
n. Lingkungan Hidup - 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 91.678.628 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 21.223.900 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 40.456.439 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 26.625.726 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 3.372.563 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil - 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan - 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal - 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM - 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 115.598.196 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 84.993.522 
a. Penerimaan Umum 38.452.059 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 46.541.463 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 30.604.674 
E. Dana Desa 97.918.589 
F. Insentif Fiskal - 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KAB. MAYBRAT 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 945.025.724 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 36.548.387 

1. DBH Pajak 4.676.923 
a. Pajak Penghasilan 1.212.513 
b. PBB 3.464.410 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 30.663.385 
a. Migas 23.313.116 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 5.394.557 
c. Kehutanan 881.901 
d. Perikanan 1.073.811 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 1.208.079 
a. Sawit 1.208.079 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 446.851.815 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 317.230.435 
2. DAU ditentukan penggunaannya 129.621.380 

a. Penggajian Formasi PPPK 12.642.111 
b. Pendanaan Kelurahan 200.000 
c. Bidang Pendidikan 22.996.067 
d. Bidang Kesehatan 24.757.417 
e. Bidang Pekerjaan Umum 69.025.785 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 107.923.727 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 58.437.448 

a. Pendidikan 14.680.937 
b. Kesehatan 14.967.645 
c. Jalan 20.484.974 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi - 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan - 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata - 
l. Transportasi Perairan - 
m. Transportasi Perdesaan 8.303.892 
n. Lingkungan Hidup - 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 49.486.279 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 9.806.800 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 17.052.969 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 17.304.656 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 5.321.854 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil - 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan - 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal - 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM - 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 166.041.191 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 129.192.836 
a. Penerimaan Umum 67.023.879 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 62.168.957 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 36.848.355 
E. Dana Desa 187.660.604 
F. Insentif Fiskal - 
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DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
KAB. TAMBRAUW 

         (dalam ribuan rupiah) 
URAIAN ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH 1.133.849.547 
A. Dana Bagi Hasil (DBH) 40.462.160 

1. DBH Pajak 4.568.460 
a. Pajak Penghasilan 1.178.991 
b. PBB 3.389.469 
c. Cukai Hasil Tembakau - 

2. DBH Sumber Daya Alam 34.759.911 
a. Migas 25.340.345 
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara 5.863.649 
c. Kehutanan 986.157 
d. Perikanan 2.569.760 
e. Panas Bumi - 

3. DBH Lainnya 1.133.789 
a. Sawit 1.133.789 

B. Dana Alokasi Umum (DAU) 506.340.441 
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya 359.882.570 
2. DAU ditentukan penggunaannya 146.457.871 

a. Penggajian Formasi PPPK 9.327.213 
b. Pendanaan Kelurahan - 
c. Bidang Pendidikan 39.579.382 
d. Bidang Kesehatan 29.736.669 
e. Bidang Pekerjaan Umum 67.814.607 

C. Dana Alokasi Khusus (DAK) 218.489.459 
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 176.765.866 

a. Pendidikan 20.571.198 
b. Kesehatan 99.817.106 
c. Jalan 38.212.758 
d. Air Minum - 
e. Sanitasi - 
f. Perumahan dan Permukiman - 
g. Irigasi - 
h. Pertanian - 
i. Kelautan dan Perikanan 8.001.668 
j. Industri Kecil dan Menengah - 
k. Pariwisata - 
l. Transportasi Perairan - 
m. Transportasi Perdesaan 10.163.136 
n. Lingkungan Hidup - 
o. Kehutanan - 
p. Perdagangan - 

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 41.723.593 
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan 9.213.460 
b. Tunjangan Guru ASN Daerah 17.108.850 
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya - 
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 9.897.224 
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 5.504.059 
f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil - 
g. Dana Pelayanan Kepariwisataan - 
h. Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) - 
i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - 
j. Dana Fasilitasi Penanaman Modal - 
k. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - 
l. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM - 

3. Hibah ke Daerah - 
D. Dana Otonomi Khusus 192.456.387 

1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua 156.513.953 
a. Penerimaan Umum 66.248.545 
b. Penerimaan Berbasis Kinerja 90.265.408 

2. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-Provinsi di Papua 35.942.434 
E. Dana Desa 166.920.307 
F. Insentif Fiskal 9.180.793 
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